GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 130 TAHUN 2016 TENTANG

PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017;

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang




10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1,
Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

12. Peraturan




Menetapkan

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang
Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 130
TAHUN 2016  TENTANG PEDOMAN KERJA  DAN
PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada BAB VII, STANDAR
HONORARIUM/UPAH/TARIF dalam Lampiran Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang
Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130
Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan




1. Ketentuan huruf G angka 1 setelah huruf c ditambahkan 1
(satu) huruf yakni huruf d, sehingga huruf d berbunyi
sebagai berikut:

d. Tunjangan Daerah untuk PNS sebagai Pendidik yang
tidak memperoleh Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga
Kependidikan.

GOL a b c d e

I 375,000 | 406,000 | 437,000| 468,000

II 531,000 | 562,000 | 593,000 | 625,000

M1 728,000 | 761,000 | 795,000 | 828,000 | -

IV 995,000 |1,032,000 1,069,000 |1,106,000 -

2. Ketentuan huruf E angka 15 diubah, sehingga angka 15
berbunyi sebagai berikut:
15. Uang makan:

a. Pemberian uang makan diberikan kepada PNS
dalam 1 (satu) bulan paling banyak 22 (dua puluh
dua) hari dengan mempertimbangkan tingkat
kehadiran dengan rincian sebagai berikut:

1) Golongan IV sebesar Rp. 41.000,00 (empat
puluh satu ribu rupiah);

2) Golongan III sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh
lima ribu rupiah); dan

3) Golongan I dan II sebesar Rp. 30.000,00 (tiga
puluh ribu rupiah).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak berlaku terhadap Pendidik dan Pengawas
Sekolah.

Pasal II



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 September 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 27 September 2017
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 60 SERI E.



